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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif a tidak dilambangkan
ب ba b bc
ت ta t tc
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha k ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
xiii
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ھ ha h ha
ء hamzah ‘ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
xiv
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َو fatḥah dan wau au a dan u
Contoh :
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلَْﻮھ : haula
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 





...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas





 ْﻞِْﯿﻗ : qila
 ُتْﻮَُﻤﯾ : yamutu
4. Tā’ marbūṫah
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
xv
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h". 
Contoh: 
 ِل َﻒَْطﻷْا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal
 َُﺔﻠِﺿ َﺎﻔﻟْا َُﺔﻨْﯾ ِﺪَﻤَْﻟا : al-madinah al-fadilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا        : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 





Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut. 







Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
1. Hamzah di awal
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
2. Hamzah tengah
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ: ta’ muruna
3. Hamzah akhir
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia         
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 




9. Lafz al-Jalalah ( ﱠﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.
Contoh:
 ﱠﷲ ُﻦْﯾِد Dinullahِﺎﺒﮭﻠﱠﻟا billah
xvii
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُْﻢھ   ﱠﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓHum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital    
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang.
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
     Wa ma Muhammadun illa rasul
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
Swt. = subhānahū wa ta‘ālā
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat
xviii
ABSTRAK
NAMA  : AGUSTIAMAN
NIM : 10100115053
  JUDUL           : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN     
SENGKETA      WARIS DI PENGADILAN AGAMA 
MAKASSAR KLAS 1A PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
(Studi Kasus 2017- 2018)
Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian
sengketa waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspekif Hukum Islam
(Studi Kasus 2017-2018 ) dibuat dengan tujuan dan harapan untuk mengetahui 
apa saja faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan mediasi sengketa waris
dan juga mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di 
Pengadilan Agama Makassar Klas 1A.  
Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research dimana penelitian ini 
mengambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan 
kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber 
data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawacara, observasi dan dokumentasi. 
Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan mengunakan 
sistem   analisis data kualitatif.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya 
mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah berusaha mengoptimalkan
proses mediasi dengan berupayah semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya
kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang 
mediasi di pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah 
lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, 
selain itu ketersedian  prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para 
yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di 
pengadilan masih sangat rendah.
Implikasi dari penelitian ini  adalah diperlukan adanya sosialisasi/
penyuluhan hukum guna mengingatkan masyarakat mengenai arti penting 
penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian disarankan kepada hakim dan 
mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang 
menghasilkan kesepakatan para pihak. 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di 
luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, 
lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang 
cepat, efektif, dan efisien.1
Mediasi berasal dari bahasa Inggris “Mediation” atau “penengahan’’yaitu 
penyelesaian  sengketa secara menengahi.Sedangkan secara etimologi, istilah 
mediasi berasal dari bahasa Latin,”Mediare” yang berarti “berada di tengah’’
Makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai 
mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa 
antara para pihak.2
Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral 
dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. ( Abbas, 
2009: 2)
Prinsipnya mediasi adalah cara kerja seseorang di luar pengadilan melalui 
perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) 
                                                          
1
  Bambang Sutiyono, Hukum Arbitrase dan Alternatif  Peyelesaian Sengketa
(Yogyakarta:Gama Media,2008), h.56.
2 Syahrizal Abbas,Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional (Jakarta: Kencana ,2009),  h.1.
2dan ‘’kalah menang’’ (win-lose). Selain itu, proses mediasi di Pengadilan 
diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Pasca diberlakukannya 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Peradilan, mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan
proses penanganan perkara di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Adanya 
klausul-klausul yang beraksentuasi imperatif, seperti kemestian melakukan proses 
mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, kemungkinan batalnya putusan 
pengadilan yang tidak menyertakan pertimbangan mediasi, dan berbagai klausul 
lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.
Dalam  hal yang berkaitan dengan mediasi  sengketa waris,  maka tindakan 
seorang hakim dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dan menghentikan 
persengketaan agar rmengupayakan tidak terjadi sengketa waris. keberadaan 
tahapan acara perdamaian pada hukum acara formil telah diatur oleh undang-
undang tentang kewarisan, kematian merupakan asas utama dalam kewarisan 
Islam. kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. 
Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan 
menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Ahmad Ibrahim Beik 
dan Wasil Alauddin Ahmad Ibrahim  menyatakan bahwa ketika kita berbicara 
tentang kewarisan dalam Islam tidak mungkin melepaska. unsur kematian, karena 
kematian adalah penyebab adanya pewaris. Kematian merupakan peristiwa 
hukum, yang melahirkan sejumlah akibat hukum, tidak hanya kepada orang yang 
akan menjadi ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh si 
pewaris. Bahkan, kematian seseorang juga memiliki keterkaitan dengan transfer 
3harta yang ditinggalkan pewaris kepada pihak lain,diluar pihak yang memiliki 
hubungan hukum dengan pewaris seperti dalam hal utang piutang dan wasiat.
peristiwa kematianakan menentukan seseorang sebagai ahli waris dari orang yang 
meninggal dunia,baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah. 
Perkawinan dan hubungan darah nasab adalah sebab utama saling mewarisi dalam 
hukum kewarisan Islam. Penentuan perkawinan dan hubungan nasab sebagai 
sebab utama dalam kewarisan,karena perkawinan akan melahirkan keturunan anak 
cucu, dan seterusnya kebawah, dan keturunan tersebut merupakan jalinan 
hubungan nasab dengan orang tuanya.
Dalam hukum kewarisan Islam terdapat juga sebab lain sebagai sebab 
mewarisi yaitu memerdekakan budak seagama. peristiwa kematian memunculkan 
persoalan  terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa  harta 
maupun hak. Harta seseorang baru menjadi harta warisan bila pemilik harta 
tersebut meninggal dunia. Dalam praktik masyarakat persoalan kewarisan yang 
paling dominan mencuat adalah masalah transfer harta dan penguasaan harta dari 
orang yang meninggal dunia oleh sebagian ahli waris pihak lain. oleh kerena 
itu,dalam hukum kewarisan Islam ditentukan sejumlah aturan yang agak riqid 
mengenai trasper harta dan bagian-bagian ahli waris yang akan mendapatkan harta 
warisan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa. unsur utama terjadinya 
kewarisan dalam Islam  adalah adanya orang yang meninggal dunia  
pewaris,adanya orang yang akan mendapatkan harta warisan  (ahli waris), harta 
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunian harta (waris/tirkah) dan 
ketentuan bagian-bagian tertentu ahli waris untuk mendapatkan harta warisan.
4jumlah bagian–bagian tertentu ini diatur sedimikian rupa dalam ayat al-Quran dan 
Hadis Nabi saw.3
Pembagian dan pengalihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya 
dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunian. pengalihan harta yang 
dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia tidak dinyatakan sebagai 
pengalihan harta warisan, tetapi hanyalah pengalihan harta wakaf, hibab, sedekah
,hadiah ,pemberian, dan lain-lain.  
Pengalihan melalui institusi ini dapat saja ditujukan kepada orang yang 
bakal menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan 
nasab, atau kepada pihak lain untuk kepentingan umum. ketentuan waktu 
pengalihan harta dalam kewarisa Islam berbeda dengan ketentuan waktu dalam 
hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan adat. dalam hukum kewarisa 
perdata dan adat, pengalihan harta dapat dilakukan sebelum atau sesudah 
seseorang meninggal dunia. karena esensi pengalihan harta bukan pada meninggal 
tidaknya seseorang, tetapi pada situasi ada tidaknya orang yang akan menerima 
harta.perpindahan harta atau pengoperan harta dari satu generasi ke generasi lain 
bertujuan untuk dapat dinikmati dan diambil manfaatnya oleh pihak yang 
mendapatkan harta tersebut. jadi, harta yang dialihkan seseorangkepada pihak lain 
sebelum ia meninggal dunia dinyatakan sebagai harta warisan.4 Dalam Praktik 
masyarakat, sengketa  kewarisan  umumnya tertumpu pada pembagian harta 
                                                          
3Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah,Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana,2009), h. 195.
4Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah,Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana,2009), h. 196.
5warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung 
untuk menguasai harta. 
Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan 
dikalangan para ahli waris. kecenderungan (nafsu) manusia berlebihan untuk 
memiliki dan menguasai harta,telah menyebabkan manusia terperosok dalam 
perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. problema harta warisan dapat 
juga berujung pada putusannya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. 
Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian 
harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat waris dan praktik 
Rasululah Saw. yang tercermin dalam sejumlah sunnahnya.islam juga 
menawarkan sejumlah prinsip kewarisan yang dapat diacu oleh sejumlah pihak 
yang terlibat dalam pembagian harta warisan. prinsip ini juga menjadi amat 
penting bagi pihak ketiga yang diminta untuk menjadi mediator dalam 
menyelesaikan sengketa waris. Prinsip utama pembagian harta warisan adalah 
prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh ahli waris jika mereka 
memahami dengan baik hakikat ketentuan yang ada dalam al-Quran dan 
hadis.ketentuan al-Quran 2:1 merupakan sarana yang ditawarkan al-Quran guna 
mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Meskipun demikian,
ketentuan ini dapat diterapkan secara flexible, jika para ahli waris memahami 
adanya alternatif lain yang mengandung nilai keadilan.prinsip Pembagian harta 
warisan yang dilakukan diluar pengadilan sangat terbuka untuk terjadinya 
pengalihan harta yang tidak mengikuti ketentuan mistlu hadz al-untsyai’n
(2:1)antara laki-laki dan perempuan. mereka tidak dapat keluar dari ketentuan 
6tersebut, kecuali mereka membuat kesepakatan damai di depan hakim pengadilan.
jadi, esensi hukum  kewarisan Islam adalah keadilan dan kedamaian dalam 
pengalihan harta warisan dan pemanfaat harta tersebut oleh ahli waris secara adil 
dan damai. prinsip kewarisan Islam ini amat penting dipahami oleh mediator.
Bersngketa dalam masalah waris. meskipun mediator tidak memahami 
dengan sempurna ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan 
namun prinsip kewarisan ini semestinya dipahami dengan baik, karena prinsip ini 
yang membuka kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan 
mereka. mediator dituntut untuk memiliki sejumlah skill dalam menjembatani 
para ahli waris yang bersengketa. kemampuan ini akan sangat membantu 
mediator, dalam mediasi para pihak yang bersengketa mengenai kewarisan.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1 . Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah mengetaui sejauh mana efektivitas mediasi 
dalam menyelesaikan sengketa perdata terhadap para pihak dan untuk 
mengetahui Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Makassar
2. Deskripsi Fokus
Kata Efektivitas mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris dalam 
Perspektif Hukum Islam ini memiliki makna sebuah tolak ukur untuk 
mengetahui berhasil atau tidaknya perdamaian yang dilakukan oleh 
mediator Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan suatu sengketa 
7terhadap kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa 
guna mengakhiri persoalan.
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak 
ketiga dimintakan bantuanya untuk membantu proses penyelesaian sengketa 
bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak berwenang untuk memberikan suatu 
masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. 
Sengketa waris adalah peristiwa hukum yang melahirkan sejumlah  akibat 
hukum, tidak  hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga 
kepada harta yang ditinggalkan oleh pewaris
Perspektif hukum  Islam adalah teori yang menjelaskan sistem kerja yang 
dilakukan menurut al-Quran dan hadis melalui prinsip mistlu hadz al-untsay’ain 
(2:1) antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-mata dipahami secara
matematis-kuantitatif, tetapi juga dilihat  dari sisi kualitatif di mana peran  dan 
tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki cukup besar dalam suatu kehidupan 
rumah tangga.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan pokok rmasalah yaitu:
1 Bagaimana faktor pelaksanaan mediasi di Pengadilan  Agama Klas 1 A 
Makassar
2 Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di 
Pengadilan Agama Makassar Klas 1A dalam Prespektif Hukum Islam
8D. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian mengenai Efektivitas Mediasi dalam 
Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar  Perspektif 
Hukum Islam, hal yang pertama dilakukan yaitu ; penelusuran terhadap literatur 
yang ada, sejauh ini penulis menemukan beberapa karya pustaka yang menganut 
beberapa pendapat pemikir mengenai penyelesaian sengketa waris  namun yang 
menyangkut dengan mediasi masih sangat relevan.
Pertama, Syahrizal Abbas dalam “ Mediasi (Perspektif Hukum Syariah 
Hukum adat, dan Hukum Nasional )”, Tahun 2009 menjelaskan tentang  mediasi 
ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu settlement mediator dan facilitative 
mediatior; settlement mediator dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan
mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk kompromi dari tuntutantan kedua
belah pihak yang sedang bertikai.5 facilitatife mediator,yang disebut sebagai 
mediasi yang berbasis kepentingan (interest -based) dan prob-lem solving yang 
bertujuan untuk menghindarkan para pihak  yang bersengketa  dari posisi mereka 
dan menegosiasikan kebutuhan  dan kepentingsn  para pihak dari hak-hak legal 
mereka secara kaku.6
Kedua, Maskur Hidayat Tahun 2016 “Strategi & Taktik Mediasi  
Berdasarkan PERMA  No.  1 Tahun 2016 tentang  Prosedur Mediasi di 
                                                          
5Syarizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif (Syariah,Hukum Adat dan Nasional, 
(Jakarta: Kencana, 2009), h.31.  
6Syarizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif (Syariah, Hukum Adat dan Nasional, 
(Jakarta: Kencana, 2009), h.32.  
9Pengadilan Menangani, Mediasi  di Pengadilan dalam  penelitian berkesimpulan 
bahwa karena merupakan tugas dan tanggung  jawab yang diselesaikan  secara 
damai diluar Pengadilan yang merupakan suatu perdamaian yang dibuat oleh para 
pihak sebelum sengketa yang terjadi diajukan di Pengadilan.7
Ketiga,Nurnaningsih Amriani, buku yang berjudul “Mediasi Alternatif 
Penyelesaian Sengketa diPengadilan”oleh. Tahun 2011 Buku ini memberikan 
gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, negosiasi, konsiliasi 
dengan meletakkan tekanan utama pada pembahasan mediasi. Kemudian 
membahas mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan Perundang-undangan yang 
ada. Disertai pembahasan mengenai potensi pengembangan serta analisis PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Dari latar belakang masalah di atas, penelitian bertujuan:
1. Untuk mengetahui faktor pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar
2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di 
Pengadilan Agama    Makassar Kelas 1A dalam Prespektif Hukum Islam
                                                          
7Maskur Hidayat,Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA  No.1 Tahun  2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta:Kencana, 2016 ),h.83.  
8Wirjono Prodjodikoro,Bunga Rampai Hukum Karangan Tersebar,Ichtiar 
Baru,(Jakarta.Cet.I,1974),h.85.
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Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan Penelitian diatas, maka 
diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi 
teoritis maupun praktis:
1 Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
konstribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik 
pembahasan bidang ini, dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan 
menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi 
maupun praktisi,
2 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada 





A. Tujuan Umum tentang Mediasi dalam Sengketa Waris
1. Pengertian mediasi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai
proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan
sebagai penasehat.9
Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, mediare yang 
berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 
ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna 
hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 
sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa 
secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para 
pihak yang bersengketa.(Abbas,2009: 2)
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya 
disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa:
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh 
Mediator”.10
                                                          
9 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional
(Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.
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Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori 
tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan 
pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam 
pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau 
menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau 
mencegah timbulnya suatu perkara kemudian. Definisi mediasi secara 
terminologi banyak para ahli yang mengemukannya, diantaranya yaitu: 
a. Jimly Joses Sembiring, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian
sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi 
masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.11
b. Garry Goopaster, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi
pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) 
bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 
memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.12
c. Menurut Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa 
parapihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap 
netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi 
menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan 
suasana keterbukaan,
                                                          
11Jimly Josep Sembiring,,Cara Menyelesaikan Sengketa di 
pengadilanNegosiasi,konsiliasi &Arbitrase)(Cet.1; Jakarta: Visimedia, 2011, h.27.
12Garry Goopaster,Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian
Sengketa Melalui Negosiasi(Jakarta : ELIPS Project, 1993), h.201
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d. Penyelesaian perkara di kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya 
mufakat.13
2. Mediasi Dalam Kerangka Konflik
pengadilan sering diibaratkan dengan istilah “kalah jadi abu menang jadi 
arang” artinya yang menang dan yang kalah akan sama-sama menderita 
kerugian. Kondisi tersebut merupakan asumsi yang sulit untuk dibantah karena 
pada umumnya orang berpendapat demikian terhadap dinamika proses litigasi
yang terjadi saat ini, apalagi mereka yang pernah mengalami langsung 
berperkara dipengadilan pasti akan merasakan betapa proses persidangan itu 
begitu banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran, yang kesemuanya sulit untuk 
dinilai secaramateri. Selain itu hampir pada setiap tahapan sidang selalu 
memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, apalagi mereka yang 
berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal atau 
panjar. Menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan dengan membiayai proses
penyelenggaraan sidang. Orang yang mengajukan gugatan layaknya sedang 
bermain judi, karena terlebih dahulu harus mengeluarkan sejumlah uang dalam 
bentuk panjar sebagai modal awal atau bisa dibilang pancingan bagi sebuah 
harapan yang jauh lebih besar.
                                                          
13Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, 
Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.69.
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3. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan
Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara 
adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar
menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia 
Sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (Islah). Ketentuan itu sejalan 
dengan firman Allah swt. dalam QS al-Hujurat/49:9 sebagai berikut:
ِنإَو َﻦِﻣ ِنَﺎَﺘِﻔٓﺋَﺎط َﻦِﯿﻨِﻣۡﺆُﻤۡﻟٱ ْاُﻮَﻠَﺘﺘۡﻗٱ َﻰﻠَﻋ ﺎَُﻤﮭԩَٰﺪِۡﺣإ ۡﺖََﻐﺑ ِۢنَﺈﻓ ۖﺎَُﻤَﮭﻨَۡﯿﺑ ْاﻮُِﺤﻠَۡﺻَﺄﻓ
 ُۡﺧۡﻷٱ ٰىَﺮ ْاُﻮِﻠﺘ ََٰﻘﻓِﻲﺘﱠﻟٱ ِﺮَۡﻣأ َٰٓﻰِﻟإ َءِٓﻲَﻔﺗ ٰﻰﱠﺘَﺣ ﻲِﻐَۡﺒﺗ ِۚ ﱠͿٱ ْاﻮُِﺤﻠَۡﺻَﺄﻓ ۡتَٓءَﺎﻓ ِنَﺈﻓ
 ِﺑ ﺎَُﻤَﮭﻨَۡﯿﺑ ِلۡﺪَﻌۡﻟﭑ َۡﻗأَو ْۖآُﻮﻄِﺴ ﱠِنإ َ ﱠͿٱ ﱡﺐُِﺤﯾ َﻦﯿِﻄِﺴۡﻘُﻤۡﻟٱ٩  
Terjemahanya :
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil.14
Ayat di atas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan 
melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan 
mereka. Ayat tersebut berkaitan dengan skripsi penulis yakni dikemukakan 
tentang pentingnya mediasi. Jika ada dua pihak yang berselisih maka 
damaikanlah mereka sebab perdamaian itu indah karena kedamaian adalah 
ketentraman. Kemudian mediasi harus dilakukan dengan itikad baik oleh 
semua pihak. Dalam memediasi para pihak, mediator harus berlaku adil, 
bersikap jangan memihak agar kesepakatan dapat diterima dengan baik oleh 
                                                          
14Kementerian Agama RI,AI-Qur’an dan Terjemahanya danTajwid ( Jawa Barat : 
Sygma Creative Media Crop, 2015),h.516.
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semua pihak, karena memediasi orang adalah pekerjan yang disukai oleh 
Allah.
4. Perinsip - Prinsip Mediasi
Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip
dasar    (basic principles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya 
kegiatan mediasi. Prinsip- prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang 
harus Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip
dasar(basic principles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan 
mediasi. Prinsip- prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus 15.
Lima prinsip ini dikenal dengan Lima dasar filsafat mediasi. Kelima 
prinsip tersebut Adalah; prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela 
(volunteer) prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas 
(neutrality),dan prinsip solusi yang unik (a unique solution).16
Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan yanag dimaksudkan disini 
adalah bahwa segala sesuatu yanag terjadi dalam  pertemuan yang 
diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh 
disiarkan  kepada publik atau pers oleh masing- masing  pihak. Demikian juga 
sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya 
menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesiyang ia lakukan. Meidator juga 
tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai 
                                                          
15Syahrizal Abbas,Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h.28-30.
16Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah ,Hukum Adat dan Hukum
Nasional,2009,,h.28-30.  
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penyelesaiannya melalui mediasi. Masing –masing pihak yang bertikai diharapkan 
saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing 
pihak. jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak,sehingga mereka dapat 
mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. hal ini penting untuk 
menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara.17
Prinsip kedua, volunter (sukarela ).masing-masing pihak yang bertikai 
datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan 
tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak –pihak lain atau pihak luar. Prinsip 
kesukarelan ini dibagun atas dasar bahwa orang  akan mau bekerja sama untuk 
menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke-
tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. prinsip  ini didasarkan 
pada asumsi bahwa orang yang maidatang ke mediasi sebenarnya mempunyai 
kemanpuan untuk menegosiasikan  masalah mereka sendiri dan dapat mencapai 
kesepakatan yang mereka inginkan. kemanpuan mereka dalam hal ini harus diakui 
dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya 
tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari 
pemberdayaan terhadap masing-masing pihak,karena hal itu akan lebih 
memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. 
Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Didalam mediasi,peran seorang 
mediator hanya menfasilitaskan prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik 
para pihak yang bersengketa.mediator hanyalah berwenanag mengontrol proses 
                                                          
17Syahrizal Abbas, Mediasi dalam erspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum
Nasional,( Jakarta : Kencana, 2009), h. 29.
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perjalanan atau tidakanya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator  tidak 
bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya 
salah satu pihak atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepadakedua 
belah pihak.18
Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution).bawahsanya solusi 
yang dihasilakan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal,
tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh banyak mengikuti keinginan 
kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing 
pihak. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik 
yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa 
yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut
(Abbas,2009:10)
1 Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, dimana para pihak dan 
atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator 
berusaha melakukan diskuis dan perundingan untuk mendapatkan 
keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.
2 Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan 
keputusan dengan bantuan pihak tertentu (facilitated decision-making 
atau facili-tated negotiation).
3 Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator 
yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil 
                                                          
18Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah ,Hukum Adat dan Hukum
Nasional,( Jakarta : Kencana,2009),h. 30.
18
akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan 
mediasi.(Abbas, 2009: 22)
E.Peran dan Fungsi Mediator
Melalui definisi yanag telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 
keterlibatan seorang mediator  dalam proses negosiasi atau perundingan adalah 
membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Pertayaan 
yang dikemukakan adalah apakah sesunggunya yang dimaksud dengan istilah 
membantu. Istilah ini perlu diuraikan atau dijabarkan lebih lanjut agara dapat 
diperoleh sebuah pemahaman. pemahaman ini hanya dapat diperoleh melalui 
uraian atau penjelasan tentang peran atau fungsi mediator. Sebagai sarjana atau 
praktis menggunakan istilah peran (role)dan sebagai lainya menggunakan istilah 
fungsi (functions) untuk mendeskrisikan kerja, tugas, dan kedudukan dari 
mediator di dalam proses mediasi. Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut di sini 
tidak dibedakan, tetapi keduanya dipergunakan guna saling melengkapi sehingga 
sisi peran yang kuat.19 Sisi  peran terlemah adalah apabilah mediator hanya 
menjalankan perannya sebagai berikut.
1. Penyelengaran pertemuan 
2. Pemimpin diskusi rapat 
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan 
berlangsung secara beradab
4. Pengadilan emosi para  pihak 
                                                          
19Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa  Perdata di Pengadilan ( 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 62.
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5. Pendorong  pihak perundingan yang kurang mamu atau segan 
mengemukakan pandangnnya
Sedangkan sisi  peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabilah mediator 
bertindak atau mengerjakan hal dalam proses perundingan, sebagai berikut:   
a. Mempersipakan dan membuat notulen pertemuan 
b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
tetapi untuk diselesaikan
c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah 
pertarungan untuk dimenangkan, akan tetai untuk diselesaikan
d. Menyusun dan mengunsulkan alternatif   pemecahan masalah.
e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah 
Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal- berikut.20
1) Mengarahkan komunikasi di antara para pihak.
2) Memfasilitasi atau memimin proses perundingan
3) Mengevaluasi kemajuan proses perundingan 
4) Membantu para pihak untuk mempelajari dan memehami pokok masalah 
dan berlangsungnya proses perundingan secara baik
5) Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa 
6) Mendorong para pihak ke arah penyelesaian
7) Mendorong kemanpuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk 
melaksanakan proses perundingan 
8) Mengendalikan jalannya proses perundingan 
                                                          
20M. Zaidun, OP.cit. hlm.4;dikutip dari Kimberlee K,Kovach, Mediaton Princile and 
Practie,(West Publishing Co;  St. Paul,1994),hlm.28-29. 
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Gifford mengidentifikasikan fungsi-fungsi mediator dalam sebuah 
proses perundingan sebagai berikut:21
a) Memperbaiki komunikasi di antara para pihak 
b) Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainya
c) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses 
perundingan
d) Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau 
kedudukannya tidak menguntungkan 
e) Mengajukan usulan -usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.
Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para 
pihak tentang proses perundingan adalah untuk mencegah sikap satu atau para 
pihak yang sangat kometitif.
6. Mediasi dalam Sistem  Hukum Islam 
Konsep penyelesaian sengketa win-win solution seperti dalam mediasi, 
juga dikenal dalam sistem hukum Islam. Walau tidak disebut dengan mediasi,
namun pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal 
dengan apa yang disebut istilah Islah dan hakam. 22
Islah adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode 
penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan 
perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan.Intinya bahwa para pihak 
                                                          
21M.Zaidun, OP.Cit; hlm.3-4.dikuti dari Donald G. Gifford, Legal Negitiation Theory 
and Application, (Minnesota: West Publishing  Co ; St. Paul, 1989),hlm. 204-206.
22Nurnaningsih Amriani,Mediasi Alternati Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
,     ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 118.
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yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan 
diamalkan untuk saling memaafkan.(Abbas,2009: 2)
Pengertian Islah juga sangat berkembang penggunaanya di kalangan 
masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan  
ekonomi bisnis maupun non-ekonomi bisnis. Contohnya, sewaktu terjadinya 
perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu Abdurrahman Wahid dengan 
Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam menganjurkan keduanya untuk 
berislah.23 Konteks Islah dapat diidentikan dengan pengertian mediasi atau 
konsiliasi.
Selain Islah dikenal juga istilah Hakam.Hakam mempunyai pengertian 
yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam hakam biasanya  
berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan 
syiqaq mengenai  pengertian hakam, para ahli hukum Islam memberikan 
pengertian yang berbeda-beda. Namun,dari pengertian yang berbeda-beda tersebut 
dapat disipmulkan bahwa hakam merpuakan pihak ketiga yang mengikatkan diri 
ke dalam konflik yang terjadinya di antara suami-istri sebagai pihak yang akan 
menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.
7. Kerahasiaan Mediasi 
Salah satu efektivitas dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi 
adalah adanya diskusi yang terbuka antara para pihak yang bersengketa, dalam 
mencapai keseakatan.hal- hal yang sulit dan tidak mungkin terungka dalam 
negosiasi antara para pihak sendiri, dengan bantuan dan keahlian mediator, dapat
                                                          
23Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa  Perdata di 
Pengadilan, 2011, h. 118-119.
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diungkapkan dalam proses mediasi. Keterbukaan ini terjadi karena para pihak dan 
percaya akan netralitas dari mediator sehingga tidak ragu-ragu untuk 
mengemukakan informasi- informasi penting,  yang kepada penasehat hukumnya 
pun tidak akan diungkapkan.24
Sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam proses  mediasi, dapat 
menimbulkan masalah mengenai kerahasiaan informasi yang diberikan, yaitu 
apakah ada jaminan bahwa informasi yang diberikan selama proses mediasi 
mendapat perlindungan hukum untuk tidak diungkapkan dalam  proses 
penyelesaian  sengketa lain pada kasus yang sama atau kepada pihak ketiga. Pada 
umumnya informasi yang dikemukakan selama berlangsungnya proses 
mediasi,mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses 
yang lain atau pihak ketiga. Perlindungan ini biasanya diberikan oleh ketentuan-
ketentuan  hukum pembuktian dalam hukum acara perdata,kontrak ,hak-hak 
Istimewa, maupun undang-undang khusus. Mengenai ha lini, pengakuan, 
peryataan atau hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi tidak dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Menurut pasal 19 ayat 
(1) PERMA No. 1 Tahun 2008, menyebutkan  bahwa “ jika para pihak gagal 
dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses 
persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya” hal ini bertujuan 
agar  proses mediasi tidak disalah gunakan oleh pihak yang beriktikad  tidak baik, 
sehingga dengan demikian proses mediasi ini dapat digunakan untuk melindungi 
                                                          
24Nurnaningsih Amriani, Mediasi AlternatifPenyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,  
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 101.
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yang beriktikad baik. Selain itu, hal ini baik dilakukan agara  para pihak tidak 
merasa takut untuk  mengungkakan fakta di dalam proses mediasi.25
Jika segalah sesuatu dokumen,  pernyataan, dan pengakuan para pihak 
dalam proses mediasi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses 
persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainya. Maka hal tersebut 
dapat menghambat  pelaksanan proses mediasi. Demikian juga dalam pasal 19 
ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa.’’mediator tidak boleh 
diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.’26
B. Tinjauan tentang Sengketa Waris
Kematian merupakan asas  utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan
tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia.27Sehinga mengakibatkan  
kedua belah pihak yang saling memperebutkan harta warisan sehinga timbul
perselisihan atau konflik .
Peristiwa kematian akan menentukan seseorang sebagai ahli waris dari 
orang yang meninggal dunia, baik karena perkawinan maupun karena hubungan 
darah. perkawinan dan hubungan darah (nasab) adalah sebab utama saling
mewarisi dalam hukum kewarisan Islam penentuan perkawinan dan hubungan
nasab sebagai sebab utama alam kewarisan, karena perkawinan akan melahirkan
keturunan(anak, cucu, dan seterusnya kebawah), dan keturunan tersebut
                                                          
25Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan  
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 101-102 
26NurnaningsihAmriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 102.  
27 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif  Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional, 2009,h.193.   
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merupakan jalinan hubungan nasab dengan orang tuanya. Dalam hukum
kewarisan Islam, terdapat juga sebab lain sebagai sebab mewarisi, yaitu
memerdekakan budak dan seagama.28
Sedangkan tahap-tahap prosedur mediasi yang dilakukan oleh pengadilan 
melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA N0.1 Tahun 2008, adalah 
sebagai berikut;
1. Mediasi dalam PERMA NO. 1 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung RI 
NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah 
penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA 
NO.2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif 
penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan perma no.1 
Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah 
penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada 
pencari keadilan. mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi 
penumpukan perkara dipengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi 
lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses 
pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).(Abbas,2009: 20)
2. Bahwah hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal154 
RBg, mendorong para pihak untuk menempuh prosese perdamaian yang dapat
diintensifkan dengan cara mengintegrasikan prosese mediasi kedalam
prosedur berperkara di Pengadilan Agama.29
                                                          
28Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum
Nasional, 2009, h.193.   
29Abdurrahman konoras, Aspek Penyelesaian Sengketa Sacara Mediasi di Pengadilan
,(Depok: RajaGrafindo Persada,2017), h.47. 
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C. Penyelesaian Sengketa Waris
Dalam sengketa kewarisan, Objek berupa harta benda yang dalam 
pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping 
karena ketidaktahuanya mengenai bagian- bagian yang telah diatur dalam Islam 
serta keserakahan dan rasa egois.30
Penyelesainya sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan 
dengan mediasi dan dibantu oleh  seorang  mediator  baik dari  kalangan hakim 
pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan 
cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan  tahkim31
D. Tinjauan tentang Prespektif Hukum Islam
Konflik dapat berlanjut menjadi sengketa dan sengketa perlu ditangani dengan 
baik agar terhindar dari persoalan yang lebih besar. Penyelesaian sengketa dapat 
ditempuh berbagai cara, diantaranya melalui "Alternative Dispute 
Resolution(ADR)" pandananya  dalam bahasa Indonesia dapat disebut Pilihan 
Penyelesaian Sengketa (PPS), dapat pula melalui negosiasi, mediasi, arbiterase, 
dan perdamaian desa. Penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah mediasi 
perspektif hukum Islam.32
1. Landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah 
dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah saw. baik sebelum menjadi rasul 
                                                          
30 Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti,Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: 
Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK ( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga,2016),h.68.
31 Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti,Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: 
Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK ( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga,2016),h.68. 
32 Wirhanuddin , Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi  Agama Makassar
Prespektif Hukum Islam ( Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan: Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar,2016), h.279 -281.
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maupun setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) 
dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali "Hajar Aswad (batu 
hitam pada sisi kakbah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini 
dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima 
secara umum. Peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah 
memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi 
dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama 
yaitu mewujudkan perdamaian.
2. Landasan religius normative dalam al-Qur'an dan hadis. al-Qur'an sebagai 
kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan 
manusia. Dimensi yang diatur al-Qur'an tidak hanya dalam konteks 
kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan ukhrawi. Ajaran 
al-Qur'an disampaikan Nabi Muhammad saw.
3. Landasan Yuridis Normatif Dasar hukum yang melandasi penerapan 
mediasi di pengadilan adalah: 
a) Pasal 130 HIR (Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), 
atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227) 
atau Pasal 31 Rv(Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad1874:52)
b) SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian 
dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. 
c) PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 
d) PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
27





Dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
melakukan penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, 
diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan 
hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)  atau 
penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung Pengadilan Agama 
makassar untuk melihat dari dekat bagaimana Efektivitas Mediasi dalam 
Penyelesaian Sengkata Waris Prespektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membuat mendeskripsi dan menganalisa fenomena, peristiwa,
aktivitas  sosial ,actual, dan akurat mengenai fakta-fakta, dan pemikran orang 
secara individu atau pun kelompok, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki. Metode deskriftif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 
data yang deskriftif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan atau tingkah laku 
yang dapat diobservasi dari manusia.33
                                                          
33Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini  dilakukan dalam lingkup wilayah kota Makassar, Khususnya 
pada Pengadilan Agama Makassar dengan alasan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanan mediasi  di Pengadilan Agama Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan penelitian yang akan digunakan 
pada penelitian ini adalahmenggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian 
yang menggunakan yuridisempiris berarti penelitian yang menekankan pada 
fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
1 Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti 
dengan berpedoman pada norma-norma agama, malaui teks-teks al-
Qur’an, Al-hadis serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok 
bahasan dalam skripsi ini.
C. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil 
pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi 
atau klasifikasi menurut keperluan mereka.34 Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
                                                          
34Nasution, Metode Research ( Jakarta: Bumi Aksara,1996),h.143 
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1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu 
di Pengadilan Agama Makassar . Sumber data primer ini adalah hasil wawancara 
hakim mediator di Pengadilan  Agama Makassar dan data mediasi dalam 
bukuinduk register perkara waris.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini
merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data
primer, antara lain dalam bentuk buku, jurnal, majalah. Data sekunder ini 
membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, 
sehingga penelitidapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan 
baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasiakn maupun 
yang belum dipublikasikan.
D. Metode Pengumpulan Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan 
Adapun penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara:
a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab 
secara lisan untuk mendapatkan keterangan. Adapun pihak yang 
diwawancarai adalah seorang Hakim. seorang hakim yang tugas memputusan 
perkara –perkara pada pihak yang bersengkerta, seorang pegawai serta 
seorang petugas bagian urusan dokumentasi.
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b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada dan 
yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan pertimbangan efektivitas 
mediasi dalam  penyelesaian  sengketa waris dengan jumlah perkara yang 
masuk 
c. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai 
dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, 
serta dapat dikontrol keandalan (reabilitasi) dan kesahihannya (validitasnya). 
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-
proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal 
terpenting yang harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan dan 
ingatan si peneliti. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan 
data tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di 
Pengadilan Agama Makassar.35
E.   Instrumen Penelitian
Instrument penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah:
1. Daftar pertanyaan;
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas;
3. Alat rekam.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumbtasi.36Dalam 
penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak 
berbentuk angka.
E. Pengujian Keabsahan Data
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut:
1 Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 
meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan 
kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian 
dengan meningktakan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi 
data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan 
melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.
2. Menggunakan bahan referensi
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai 
                                                          
36Koentjaningrat, Meode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utma, 
1985), hlm. 129.
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contoh, dat hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau 
lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 
rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.37
                                                          
37Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit,2010), h.56.
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BAB IV
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  DI 
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS 1A
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama  Makassar Klas 1A
Pengadilan Agama Makassar Klas 1A tepatnya berada di Daya Makassar 
dan di bangun pada Tahun 1960 di atas areal  tanah seluas 2.297 m2 dan luas
bangunan 1.887 m2 yang awalnya berkantor wilayah Makassar Provensi Sulawesi 
Selatan. Semejak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 pengadilan 
agama klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan sebayak enam kali.  Pada
tahun 1976 telah meperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk rencana
pembangunan lima tahun,akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana
peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah Personil dan 
SDM yang memadai maka turut andil menpengaruhi ke ada kantor  yang butuh
perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, 
maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru
dan pindah tempat kegedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 
km. 14 .Adapun sejarah terbentuk dan dasar hukum terbentuknya Pengadilan 
Agama Makassar Klas 1A adalah sebagai berikut : 1
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Makassar Klas 1A
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan
peraturan pemerintahan (PP.NO.45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 
sejak zaman kerajaan atau sejak zaman penjajahan balanda, namun pada waktu itu
bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenagan seorang raja untuk
                                                          
1Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Makassar
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mengakat seorang pengadil disebut sebaga hakim, akan tetapi setelah masuknya
syariah Islam, maka raja kembali mengakat seorang Qadhi.
Kewenagan hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal 
yang menyangkut perkara syariah agama islam. Wewenang Qadhi ketika itu
termasuk cakkra atau pembagian hartagono-gini karena cakkra berkaitan dengan
perkara nikah.
Pada zaman penjajahan belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 
Makassar, gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah maknun Dg. 
Manranoka, bertempat tinggal di kampong laras, Qadhi lain yang dikenal ialah 
K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi
terakhir, jabatan Ince Moh.Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang
dan berhak mengangkat sendiri para pembantu- pembantunya guna menunjang
kelancaran fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu
dipimpin oleh Hamente.
Pengadilan agama /mahkamah syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 
yang meliputi wilayah maros, takalar, dan gowa, karena pada waktu itu belum ada
dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan
wilayah Makassar.
Sebelum terbentuknya mahkamah syariah yang kemudian berkembang
menjadi pengadilan agama / mahkamah syariah, makadahulu yang megerjakan
kewenagan pengadialan agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor
dirumah tingga lsendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di 
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Makassar yaitu kerjaan Gowa dan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daeng ta
Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta kalia.





1 Biringkanaya Buluronkeng 7
2 Bontoal Baraya 12
3 Makassar Bara Baraya 14
4 Mamajang Baji Mappakasunggu 13
5 Manggala Antang 6
6 Mariso Bontorannu 9
7 Panakukkang Karampuang 11
8 Rappocini Balla Parang 10
9 Tallo Buloa 16
10 Tamalanrea Bira 6
11 Tamalate Balang Baru 10
12 Ujung pandang Baru 10
13 Ujung tanah Barrang Caddi 12
14 Wajo Butung 8
Pengadilan Agama Makassar dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan
nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama / mahkamah
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syariah. Perkembagan berikutnya terjadi perubahan nama serta wilayah hukum
dan lokasi pengadilan agama/mahkamah syariah. 
3. Wilayah HukumPengadilan Agama Makassar
Wilayah yurisdiksi pengadilan agama / mahkamah syariah kota Makassar 
yang terdiri atas 14 kecamatan, kelurahan, dan 144 desa mempunyai batas –batas
seperti berikut :
- Sebelah Barat  berbatasan dengan selat Makassar
- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bone
- Sebelah  Selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa
4. Peta Wilayah  Hukum Pengadilan Agama Makassar Klas 1A
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5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Klas 1A
VISI
‘’Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang Bersih, Berwibawa, dan
Propesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum”
Pengadilan agama yang bersih, mengandung makna bawah bersih dari 
pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan netopisme, maupun 
pengaruh tekana luar dalam upaya penegakan hukum. bersih dan bebas KKN 
merupakan topik yang harus selaluh dikedepankan pada era reformasi. terbagunya 
suatu proses penyelengaran yang bersih dalam pelayanan hukum  menjadi 
prasyarat untuk mewujunkan peradilan yang berwibawah .
berwibawah, mengadung  arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan 
terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 
pelayanan  hukum  sehingga lembaga peradilan tegak dengan charisma sandaran 
keadilan masyarakat. Professionalisme, mengandung arti yang luas,
profesionalisme  dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam 
penguasaan ilmu pengetahuan hokum  dan profesionalisme memanajemen 
lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. 
Jika hukum  dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan 
oleh segenap masyarakat.   
1. Wujudkan peradilan agama  yang trasparan dalam proses peradilan
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan
3. Mewujudkan tertib administrasi dan menajemen peradilan




Mewujudkan Pengadilan Agama yang trasparan dalam proses mengadung 
makna bahwa untuk mewujudkan  lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan 
profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan 
trasparan. Wujudnya nyata trasparan adalah proses yang cepat, sederhana dan 
biaya murah. misi tersebut merupakan langkah  antisipatif terhadap euphoria 
reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat 
terhadap peradilan  yang selalu menganggap bahwa proses ke pengadilan akan 
selalu lama, berbelit –belit  dan memakan waktu dan biaya yang mahal, harus 
ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan  
perundang –undangan  sebagaimana tercantum dalam pasal 4 undang – undang 
nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.        
Kedua 
“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan “ pembinaan 
merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber 
daya manusia  dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada 
masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1) menjaga agar 
pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi peradilan 
dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan meleksanakan 
tugas dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang
baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu 
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penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. peningkatan 
efektivtas pembinaan, dan pemgawasan merupakan upaya proventif terhadap 
peluan atas kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif 
menpunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai 
temuan penyimpanan dan pengaduan dari masyarakat.pengawasan yang terencana 
dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga 
peradilan.
Ketiga
“menwujudkan tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan. 
Administrasi dan manajemen merupakan sarana mencapai tujuan pola 
administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya 
visi dan misi. pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang 
telah ditetapkan merupakn hak urgen, perubahan birokrasi atau reformasi 
birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi 
hukum.
Keempat
“meningkatkan sarana dan prasarana hukum yang mengandung makna bahwa 
tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum 
akan berlangsung denagan lancar. sarana dan prasarana tersebut mengcakup 
sarana gedung,sarana organisasi yang baik.sarana peralatan yang memadai,sarana 
keuangan yang cukup dan lain-lain.”
41
6.Perkara  yang di Tangani Pengadilan Agama Makassar Klas 1A
Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A, Seperti halnya Pengadilan Agama 
lainya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara 
ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang; (a) 
Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Wasiat, (d) Hiba, (e) Wakaf,  (f) Zakat, (g) Infag, 
(h) Shadaqah, dan ( i) Ekonomo syariah. dalam bidang perkawinan, Pengadilan 
Agama Makassar klas 1A menagani beberapa jenis perkara yaitu; izni poligami,  
dispensai kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai 
pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami 
dan istri, cerai talak, cerai gugat, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak,
pencabutan kekuasaan orang tua, penetapan  ahli waris, pengankatan anak, 
nafkah   anak oleh ibu karena ayah tidak manpu, hak- hak bekas  istri/ kewajiban 
bekas suami. pencabutan orang lain sebagai wali orang oleh pengadilan, ganti rugi 
terhadap wali, asal -usul  anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, wali 
adhal,dan peryataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum udang-
undang RI NO.1 tahun 1974.2 Di Pengadilan Agama bayak harus ditagani selain
dari waris.
B. Faktor-Faktor Mediasi di Pengadilan Agama Makassar
Dari serangkaian  proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, 
disamping masih menyisakan beberapa kelemahan-kelemahan, proses mediasi di 
pengadilan juga masih mengandung sejumlah kerancuan terutama prosedur pra 
mediasi yang menjadi faktor penghambat, dilain pihak juga ada beberapa keadaan 
                                                          
2 Sumber data : Kantor Pengadilan Agama Makassar Klas 1A
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yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Makassar.
1.Faktor pendorong dan penghambat pelaksanan mediasi 
Dengan dikeluarnya oleh Mahkamah Agung Perma No. 1 tahun 2008 
tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menggantikan:
a. Faktor –faktor pendorong terlaksananya mediasi setidaknya dari hasil    
Pengamatan penulis baik dari data-data maupun dari pengamatan secara 
langsung di lapangan ada 3 faktor yang mempegaruhi kebehasilan mediasi di 
pengadilan agama salah factor penting adalah iktikad baik. Iktikad baik para pihak 
merupakan kunci kebehasilan mediasi kerena tanpa adanya iktikad baik para 
pihak tidak akan tercapai.selain itu sengketa hukum yang memberikan peluang 
adanya tawar-menawar dalam sebuah proses perundingan juga memudahkan 
berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi.
b. Peran hakim mediator 
Keahlian hakim sebagai mediator tidak bisa dilupakan karena hakim dapat 
mendorong agara pihak-pihak yang berseteru tercapai perdamaian. Peraturan 
mahkamah agung RI No. 1 tahun 2008 menugaskan hakim mediator untuk 
membantu dan mendorong para pihak dalam perkara perdata yang menjalankan 
proses mediasi. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang 
berperkara,sangat sejalan dengan budaya bangsa Indonesia.
c. Proses tawar- menawara 
Proses tawar- menawara adalah kegiatan dan pendekatan-pendekatan yang 
dilakukan para pihak dan mediator. Proses tawar-menawar merujuk pada keadaan 
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atau situasi bahwa satu pihak telah memberikan tawaran-tawaran konsensi-
konsensi kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan konsensi 
sebaliknya dari mitra runding.
Dari hasil wawancara penulis dengan mediator tawar-menawar sering dilakukan 
para pihak melalui hakim mediator . mediator di pengadilan agama Makassar 
memiliki langkah- langkah strategis dalam membimbing proses mediasi salah 
satunya menerpakan pertemuan terpisah (kaukus) secara berulang-ulang dari satu 
pihak ke pihak lain.
a. Faktor penghambat mediasi 
Faktor penghambat mediasi di pengadilan agama Makassar ada 3 pertama
tempat penyelengaran mediasi,kedua jumlah hakim yang terbatas dan keengganan 
para pihak bermediasi;
a) Tempat pelaksanaan mediasi 
Tempat yang nyaman adalah salah satu faktor terelarisasinya pelaksanaan 
mediasi. Dengan tempat yang nyaman pula sangat membantu parah pihak yang 
bersengketa untuk memberikan atau memgeluarkan keterangan atas persoalan 
yang mereka hadapi. Dalam perturan Perma No. 1 tahun 2008 pasal 20 
memberikan aturan mediasi yang dapat diselesaikan disalah satu ruang pengadilan 
tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh berbagai pihak. Mediator 
hakim tidak boleh menyelengarakan mediasi diluar pengadilan. Penyelenggran 
mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.
Di Pengadilan Agama Makassar, untuk tempat pelaksanaan mediasi 
dilaksanakan disalah satu ruang pengadilan. Dari hasil pengamatan penulis 
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diruang mediasi maupun hasil wawancara para pihak. Tempatnya tidak begitu 
nyaman terhadap pihak. Banyak alasan yang dikeluhkan oleh para pihak 
diantaranya, ruang panas,banyak orang dipengadilan  sehigga rebut dan juga 
dalam ruang mediasi  ada orang  lain yang tidak berkepentingan yang seharus 
ruang mediasi tidak boleh ada orang lain selain para pihak dan mediator demi 
menjaga kerahasian  persoalan yang dihadapi oleh para pihak hal ini juga 
dikuatkan oleh wawancara langsung penulis dengan para pihak yang sudah 
melewati  proses mediasi 7dari 10 para pihak menyatakan mereka tidak nyaman 
berdada diruang mediasi.
b) jumlah mediator yang terbatas 
hal ini mempegaruhi pula terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan 
agama. Lembaga penyedian jasa yang ada di indoesia masih sangat minim, pada 
jumlah perkara perdata yang diajukan kepengadilan terbilang banyak dan 
memerlukan mediator. Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di 
pengadilan agama Makassar sebanyak 3 orang yaitu Drs. Arif Musu SH, Drs. 
Kamaruddin dan Hj. Nurjaya. MH. Dan jumlah hakim keseluruhan sebanyak 18 
orang.
c) Keeganan para pihak hari dalam  proses mediasi ketidak hadiran para           
pihak atau salah satu pada saat jadwal proses mediasi sangat menghambat 
pelaksanan mediasi, karena dari keterangan para pihak seorang hakim mediator 
bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebat sengketa serta apa yang 
diinginkan. Ketidak hadiran para pihak juga akan membuat hakim tidak bisa 
melakukan perundingan dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak ada pasal yang 
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memberikan sansi bagi para pihak yang tidak hadir pada proses persidangan, 
sehingga keadaan ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengulur-
ulur waktu. 
Di Pengadilan Agama Makassar ketidak hadiran para pihak dalam proses 
mediasi sangat sering terjadi kuhsus dalam kasus perceraian.ada beberapa alasan 
yang biasa disampaikan oleh para pihak supaya tidak menghadiri proses mediasi 
diantarnya kesibukan,sakit,belum siap berunding serta tidak niat untuk berdamai 
lagi. Kalau para pihak 2 sampai 3 tidak hadir memenuhi pemanggilan untuk 
proses mediasi. Maka hakim mediator menyatakan mediasi gagal dan dilanjutkan 
ketahap selanjutnya.
1. Aturan hukum mediasi 
a.Hak dan kewajiban para pihak 
b.Kewajiban para pihak 
2. Tugas dan wewenang mediator
a. Seorang mediator mempunyai tugas diantarnya;
1) Mediator wajib mempersipkan usulan jadwal pertemuan mediasi 
kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung 
berperan dalam proses mediator 
3) Apabilah dianggap perlu,mediator dapat melakukan kaukus
4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan 
mengali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan 
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.(pasal 15 Perma No.1 
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Tahun 2008)  mediator wajib memberikan solusi yang baik 
kepada para pihak yang berperkara sehinga terwujudnya 
perdamaian. 
2.Wewenang Mediator 
Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu 
pihak atau para pihak atau kuasa hukum telah dua kali berturut- turut tidak 
menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah 
disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi 
tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan 
,mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi berjalan, 
mediator memehami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan 
asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata –nyata berkaitan dengan 
pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehinngga pihak lain yang 
berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, 
mediator menyampikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara 
yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak 
lengkap. (pasal 13.No, Tahun 2008).
Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesain yang terbaik bagi 
para pihak (pasal 14 Perma No. Tahun 2008)berdasarkan kesepakatan para pihak 
atau kuasa hukumnya mediator dapat mengundang seorang ahli atau lebih untuk 
memberikan penilaian ,penjelasan atau pertimbagan yang dapat membantu 
menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak.untuk menghindari masalah 
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baru menyangkut pendapat ahli akan dianggap mengikat atau tidak (format 
terlampir) pasal 16 Perma No.1 Tahun 2008. wewenang mediator sangat penting 
bagi para  pihak yang berperkara sehingga terwujudnya perdamaian antara para 
pihak yang bersengketa. 
C. Efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan 
Agama Makassar Klas 1A
Tiap negara dan bangsa menghendaki adanya tatanan masyarakat yang 
tertib, tentram, damai dan seimbang sehingga setiap konflik, sengketa atau 
pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus 
ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai 
sansi.kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul 
rasa aman dan damai, karena adanya jaminan kepastian hukum. Pengadilan 
merupakan salah satu tumpuhan harapan masyarakat para pencari keadilan atau 
pihak-pihak yang bersengketa.dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan 
kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, 
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka  pengadilan 
haruslah:
a. memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari keadilan
b. memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh 
pencari keadilan
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c. memberikan penyelesaian perkara secara efektif,efesien,tuntas dan fainal 
sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.3Di pengadilan agama 
mediasi dapat diselesaikan secara,fainal,tuntas dan biaya ringan sehinga para 
pihak puas atas apa yang sudah  diberikan.
Tabel 1. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun
2013
NO Jenis Perkara Jumlah Berhasil TidakBerhasil
1 Harta bersama 27 2 25
2 Cerai gugat 15 1 14
3 Kewarisan 20 3 17
4 Cerai talak 28 0 28
5 Nafkah  anak oleh 
ibu karena ayah 
tidak mampu
6 0 6
Jumlah 96 6 90
Sumber data : Pengadilan Agama Makassar
Dari tabel diatas, perkara masuk tahun 2013 sebanyak 96 perkara yang 
berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara dan tidak berhasil sebanyak 90 perkara. 
Menurut hemat penulis dari tingkat keberhasilan Pengadilan Agama Makassar 
ditahun 2013 dalam pelaksanaan mediasi masih kurang atau masih jauh dari 
harapan, dalam rangka mewujudkan  peradilan cepat, sederhana dan biaya 
                                                          
3 Andi Musfira Asnur, Peranan Mediator dalam Penyelesaiaan Sengketa  Kewarisan pada 
Pengadilan Agama Makassar Klas 1A
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murah dan megurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Menurut hakim 
mediator di pengadilan agama makassar kendala atau hambatan yang paling 
besar dihadapi oleh Pengadilan Agama Makassar pelaksanaan mediasi tidak 
efektif yaitu karena keengganaan para pihak untuk berdamai pada proses 
mediasi.
Tebel 2. Perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 
2014
NO Jenis Perkara Jumlah Berhasil Tidak Berhasil
1 Harta bersama 20 2 18
2 Cerai gugat 25 1 24
3 Kewarisan 14 2 12
4 Cerai talak 26 0 26
5 Nafkah  anak oleh 
ibu karena ayah 
tidak mampu
8 0 8
Jumlah 93 5 88
Sumber data: Pengadilan Agama Makassar
Dari tabel diatas,perkaran yang masuk ditahun  2014 sebanyak 93 
perkara, yang berhasil dimediasi 5 perkara tidak berhasil dimediasi 88 
perkara.tingkat keberhasilan masih sama dari tahun sebelumnya sebanyak 5 
perkara. Menurut penulis masih kurang atau belum efektif  karena jumlah yang 
tidak behasi dengan berhasil dimediasin masih  sangat jauh berbeda. Kendala 
terbesar yang dihadapi pengadilan agama makassar pada tahun 2014 diantaranya 
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kurangnya partisipasi para pihak untuk hadir pada saat mediasi berlangsung 
sehinggah perundingan tidak berjalan efektif. 
Tabel 3. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 
2015
NO Jenis Perkara Jumlah Berhasil Tidak 
Berhasil 
1 Harta bersama 20 0 20
2 Cerai gugat 14 0 14
3 Kewarisan 15 1 14
4 Cerai talak 25 0 25
5 Nafkah  anak oleh 
ibu karena ayah 
tidak mampu
14 2 12
Jumlah 88 3 85
Sumber data: Pengadilan Agama Makassar
Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar 
pada tahun 2015 sebanyak 88 perkara yang berhasil dimediasi 3 perkara, yang 
tidak berhasil 85 perkara. Perkara yang masuk pada tahun –tahun 
sebelumnya.tingkat keberhasilanyapun menurun, kendala terbesar yang terjadi 
setiapa tahunya  adalah kurang itikad baik para pihak untuk hadir pada saat 
mediasi  dan keengganan untuk berdamai. 
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Tabel 4. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 
2016
NO Jenis Perkara Jumlah Berhasil Tidak 
Berhasil 
1 Harta bersama 25 1 24
2 Cerai gugat 15 0 15
3 Kewarisan 16 1 15
4 Cerai talak 18 0 18
5 Nafkah  anak oleh 
ibu karena ayah 
tidak mampu
10 2 8
Jumlah 84 4 80
Sumber data: Pengadilan Agama Makassar 
Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar 
pada tahun 2016 sebanyak 84 perkara yang berhasil dimediasi 4 perkara, yang 
gagal 80 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2016 meningkat dibandingkan 
dengan perkara yang masuk pada tahun–tahun sebelumnya semetara tingkat 
keberhasilannya menurun, hal ini dikarenakan ada beberapa perkara yang tidak 
dimediasi karena satu pihak tidak hadir dan diputus  verstek. Kurangnya upaya 
lebih dari mediator dalam mendorong keinginan para pihak untuk berdamai.       
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Tabel 5. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 
2017
NO Jenis Perkara Jumlah Berhasil Tidak 
Berhasil 
1 Harta bersama 25 1 24
2 Cerai gugat 15 0 15
3 Kewarisan 16 1 15
4 Cerai talak 18 0 18
5 Nafkah  anak oleh 
ibu karena ayah 
tidak mampu
10 0 8
Jumlah 84 2 80
Sumber data : Pengadilan Agama Makassar
Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar 
pada tahun 2017 sebanyak 84 perkara yang berhasil dimediasi 2 perkara, yang 
tidak berhasil 80 perkara. Perkara yang masuk pada tahun –tahun 
sebelumnya.tingkat keberhasilanyapun menurun, kendala terbesar yang terjadi 
setiapa tahunya  adalah kurang itikad baik para pihak untuk hadir pada saat 
mediasi  dan keengganan untuk berdamai. 
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Tabel 6. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun  
2018
NO Jenis Perkara Jumlah Berhasil Tidak 
Berhasil 
1 Harta bersama 22 1 22
2 Cerai gugat 10 0 10
3 Kewarisan 16 0 12
4 Cerai talak 8 0 8
5 Nafkah  anak oleh 
ibu karena ayah 
tidak mampu
10 0 10
Jumlah 66 5 62
Sumber data : Peradilan Agama Makasar 
Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar 
pada tahun 2018 sebanyak 66 perkara yang berhasil dimediasi 5 perkara, yang 
tidak berhasil 62 perkara. Perkara yang masuk pada tahun –tahun 
sebelumnya.tingkat keberhasilanya pun menurun, kendala terbesar yang terjadi 
setiapa tahunya  adalah kurang itikad baik para pihak untuk hadir pada saat 
mediasi  dan keengganan untuk berdamai.
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Tabel 7. Data mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2013-2018




1 2013 96 6 90
2 2014 93 5 88
3 2015 88 3 85
4 2016 84 4 80
5 2017 84 2 80
6 2018 66 5 62
Jumlah 511 25 485
Berdasarkan data tersebut diatas mulai dari tahun 2013-2018 secara 
keseluruhan jumlah perkara terdapat 511 perkara perdata yang jenisnya telah 
disebut dalam tabel 1-6. Dari perkara tersebut ada 25 yang berhasil dimediasi dan 
485 lainya tidak berhasil dimediasi. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil 
atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan 
lembaga damai di pengadilan  banyak akibatkan lemahnya parsitipasi para pihak 
terhadap proses perdamaian yang di tawarkan.selain itu ketersediaan prosedur 
yang memadai  bagi proses perdamaian bagi para pihak yang berperkara. 
Keberdaan mediator bersertifikat ataupun mediator dari kalangan hakim tidak 
mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Jadi tolak ukur efektifnya itu 
relative, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Bandasari Hakim Pengadilan 
Agama Makassar bahwa semua hakim telah mendapatkan pelatihan tentang 
mediasi. Yang bersertifikat ataupun tidak itu  hanya berbeda karena ada yang 
sudah mendapatkan pelatihan lanjutan dan ada juga yang belum mendapatkan 
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giliran untuk itu. Pada dasarnya bukan hanya keahlian  mediasi yang dibutuhkan 
tapi harus dilihat dari sengketanya dan kemungkinkan untuk itu dan bisa hakim 
yang sudah bersertifikat dapat berhasil mediasinya karena perkaranya 
memungkinkan untuk itu. Intinya, Mahkamah Agung   melalui PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara tersebut 
diperiksa. 4Dan mediator harus selalu berupaya  untuk memediasi para pihak 
yang bersengketa.
                                                          
4Ibu Bandasari (30 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar,Wawancara,





Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 
kesimpulan diantaranya: 
1. Harus diakui, bahwa medamaikan para pihak yang sedang berperkara di 
pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen  pribadi 
yang lebih mengemuka dibanding  pokok persoalan yang sebenarnya. banyak 
faktor yang dapat menghambat  keberhasilan dalam menuju perdamaian, 
diantara sekian banyak faktor  tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat 
keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya 
partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selaian itu 
ketersedian prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada 
rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayahkan perdamaina bagi para pihak 
yang berperkara.
2. Efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama 
Makassar Klas 1A dari segi hasil masih tidak efektif dikarena banyaknya
perkara yang gagal pada proses medias. yang  menjadi tolak ukur efektifnya 
mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada  hasil maka mediasi 
berhasil berarti mediasi efektif dan apabilah gagal berarti mediasi tidak efektif 
, namun dari segi prosedur,apabilah mediasi telah dijalankan oleh pengadilan 
maka mediasi pun dikatakan efektif.Kemudian persoalan efektif artau tidaknya 
57
dikembalikan kepada niat pencari  keadilan, apabilah para pihak dari awal 
tidak ingin berdamai jika mediasi gagal maka medisasi dikatakan efektif.  
B. Implikasi penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis,maka proses mediasi 
dapat menjadi solusi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, 
sederhana dan biaya ringan, untuk itu perlu dilaksanakan upaya:
1. Agar Pengadilan Agama Makassar klas 1A (Pejabat) lebih mensosialisasikan 
dan mempublikasikan PERMA N0. 1 Tahun 2008 khususnya menyangkut hak 
serta kewajiban para pihak dalam Penyelesaian Mediasi 
2. Agar sebelum ketahap mediasi hakim harus memberikan informasi tentang 
manfaat mediasi bagi perkara yang dihadapi para pihak
3. Agar Pengadilan Agama Makassar Klas 1A harus menambah jumlah hakim 
mediator dan disertai kemanpuan skill  yang baik sesuai dengan kearifan lokal
4. Agar Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas 1A membenahi infrakstruktur 
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